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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki
ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah
“politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat
dikenal dengan nama “sheriff”.*’ Istilah polisi adalah sebagai organ atau
lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, Sedangkan istilah kepolisian
adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga
pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.
Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab
lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya,
antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum
pelindung, pengayom, dan pelayananan masyarakat.

Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan definisi mengenai kepolisan,
diantaranya adalah :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h.1

17 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Yogyakarta : LaksBang Persindo, 2010),
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3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki
wewenang umum Kepolisian.

Menurut Sadjijono, dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat
penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu : ‘8
1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum

wajib tunduk pada hukum.

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani
permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur
dalam hukum.

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat
polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan
kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada
penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan
permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang

membidangi.

. Sejarah Polda Riau
Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau

yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi

8 1bid, him 17
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Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan
sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di
sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan
Sumatra Barat, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka,
selat Singapura dan laut Cina selatan.™

Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang
pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan
berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat | Riau, termasuk
Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah
kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu
singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan RTP mendarat di Pekanbaru
dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat
keamanan. Sehingga pada tahun 1958 , KASAD selaku penguasa Perang Pusat
menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim
Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat | R.Moedjoko.
Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas
di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja
Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten
Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten
Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi
Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol

75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi

19 https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian Daerah Riau
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R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan
di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain , melakukan konsolidasi
personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau,
menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi
"Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal
pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk
pada Juli 1958, KPKOM ( Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung
mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan
melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan
beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor
Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat
terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan.
Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala
Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel , yang
kemudian di kenal dengan mess | dan mess Il. Dengan keluarnya otoritasi
noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat
diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent,
terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah
semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang
semuanya terletak di JI. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des
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52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru
sebagai ibu kota daerah Swatantra tingkat | Riau. Konsekwensi dari keputusan
itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat | Riau beserta personil dan
peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna
menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan lbu
Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No
389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan
untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing
diketuai oleh Peperda (Penguasa perang daerah) dan KDMR (komando Derah
Maritim Riau)

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung
Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten
Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian
inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk
menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian
tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir
Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung
Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap
pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM
Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau AKBP H Hutabarat, dan KP Tk 1l MK
Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September
Oktober dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang tahap kedua

11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Kemisariat Riau tetap
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memiliki dua Kantor , di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung
Pinang disebut perwakilan. Tugasnya mewakili KPKOM Riau dalam
hubungan keluar mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/
meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan
meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke
Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat
Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di
Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau
Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan
pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni
1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat
udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari
Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan
perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor
kepolisian Komisariat Riau terpencar di empat tempat, KPKOM dan wakilnya,
berikut Kabag | dan Il menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor
Polres Kampar di JL Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di JI. A
yani). Kabag Il dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur.
Kabag IV dan stafnya berkantor di JI Rintis. Kabag IV dan kepala bagian
keuangan berkantor di JI. Pintu Angin.

Dengan terpencar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian
komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja

biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat



22

minim, yakni Rp 5,5 juta untuk membangun gedung yang bersifat semi
permanent. Akhirnya KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan
tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta guna membangun gedung permanen.
Sayangnya usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian
komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P
dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada
di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil
membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 denan keputusan
KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis
sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup
wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km?, dengan penduduk
berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang

membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Reserse secara umum adalah polisi yang bertugas untuk mecari
informasi dengan cara rahasia atau dapat dikatakan polisi rahasia.
Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolda. Ditreskrimsus  bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan
administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

20 https://reskrimumpoldasumbar.wordpress.com/, Kamis 25 semptember 2018, 08:00
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Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain

tindak pidana ekonomi, ITE, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah

hukum Polda, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari

dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, Pembinaan teknis,

koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh

PPNS, Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di

lingkungan Polda, dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan

informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

D. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda riau

1. Visi, terwujudnya polri yang makin professional, modern dan terpercaya

guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2. Misi

a.

b.

Berupaya melanjutkan reformasi internal polri

Mewujudkan organsasi dan postur polri yang ideal dnegan didukung
sarana dan prasarana kepolisian yang modern

Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polri yang
professional dan kompeten yang menjunjung etika dan ham
Peningkatan kesejahteraan anggota polri

Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public

kepada kepolisian Republik Indonesia
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f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini
berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang
berorientasi pada penyelesaian akar masalah

g. Meningkatkan harkamtibnas dengan mengikut sertakan publik melalui
sinergitas polisional

h. Mewujudkan penegakan hukum yang professional berkeadilan,
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan anti korupsi kolusi dan

nepotisme.

E. Analisis Swot Ditreskrimsus Polda Riau

Berdasarkan kondisi penanganan tindak pidana cyber crime khususnya
masalah penyebaran isu sara maka penulis mulai menganalisa pelaksanaan
penegakan hukum berdasarkan analisis swot (Strength, Weakness,
Opportunities, Threats) agar memudahkan untuk mencari solusi menghadapi
hambatan dan membuat kebijakan yang memanfaatkan peluang. Analisis swot
adalah sebuah metode analisis yang dikembangkan untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada performa organisasi.
Faktor internal tersebut terdiri dari kekuatan dan kelemahan kekuatan adalah
sumber adya yang dimiliki organisasi yang dapat mendukung organisasi untuk
mencapai tujuan sedangkan kelemahan adalah hal penghambat yang berasal
dari internal organisasi yang dapat mengganggu upaya pencapaian tujuan
organisasi. Faktor eksternal organisasi adalah kondisi lingkungan yang
dinamis yang mempengaruhi lingkungan yang dinamis yang mempengaruhi

keberadaan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Faktor eksternal itu
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terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang merupakan hal diluar organisasi
yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membawa manfaat bagi
organisasi untuk encapai tujuan. Sedangkan ancaman merupakan hal diluar
organisasi yang dapat memberikan hambatan bagi organisasi dalam mencapai
tujuan.

Adapun analisis swot terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak
pidana Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Riau adalah:
a. Faktor Internal
1) Kekuatan (Strength)

a. Terdapat sumber daya manusia yang mendukung yaitu anggota
penyidik yang sudah berpengalaman melakukan penyidikan
walaupun masih kurang dalam jumlah personelnya.

b. Budaya organisasi yang baik dimana anggota tidak ragu untuk
melaksanakan lembur kerja apabila sedang menangani perkara
yang membutuhkan atensi penanganan.

2) Kelemahan (Weakness)

a. Kurangnya personel dalam unit kerja reskrimsus sehingga masalah
yang ditangani masih belum efektif dikarenanya personel
kepolisian khusus penangan masalah cyber crime dilingkungan
kerja Polda Riau yang tidak mencukupi standar kerja.

b. Kurangnya alat dalam hal untuk mendeteksi para pelaku tindak
pidana penyebar berita isu sara yang menggunakan sosial media
dengan akun-akun palsu untuk melancarkan aksinya sehingga
pihak kepolisian ditreskrimsus polda riau masih kesulitan untuk

mendeteksi keberadaan para pelaku tindak kejatahan tersebut.
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b. Faktor Ekstenal
1) Peluang (Opurtunities)

a. Adanya undang-undang keterbukaan informasi publik yang
mewajibkan lembaga untuk memberikan keterbukaan informasi
kepada masyarakat secara umum. Hal ini menyebabkan dapat
diketahuinya ancaman yang akan dikenakan jika masyarakat
melakukan tindak pidana tersebut.

2) Ancaman (Threats)

a. Pelaku kejahatan tindak pidana cyber crime dalam hal penyebar isu
sara tersebut cendrung menggunakan sosial media dengan akun
palsu sehingga hal ini membuat kejahatan semakin rapi dan sangat
sedikit meninggalkan bukti jejak kejahatan.

b. Penyidikan tindak pidana cyber crime ini melibatkan banyak ahli
dengan sarana dan prasarana yang memerlukan anggaran yang

lebih besar dari tindak pidana biasa.

F. Bagian unit organisasi kerja Ditreskrimsus Polda Riau

1. Pimpinan, Ditreskrimsus dipimpin oleh Direktur reskrimsus yang
bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada
Dirreskrimsus.

2. Subbagrenmin adalah singkatan dari Sub Bagian Perencanaan dan
Administrasi juga sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf,

bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen
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Sarpras, personel, dan Kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan
ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus. Dalam
melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain
Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana,
personel, dan anggaran;

b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,
pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAIl serta
pertanggung-  jawaban keuangan;pengelolaan dan pelayanan
ketatausahaan dan urusan dalam; dan

e. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker
dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian Kinerja,
program, dan anggaran.

Bagbinopsnal, adalah sub bagian operasional sebagaimana bertugas

melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara

beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji  efektivitas
pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan
fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah
selesai diproses dan bahan literatur yang terkait dan mengumpulkan dan
mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program

kegiatan Ditreskrimsus.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan

fungsi:

a. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.

b. pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan
kewilayahan.

c. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan
penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara.

d. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan
dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus

e. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan

Anev operasi.

. Bagwassidik, adalah bagian koordinasi dan pengawasan proses

penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta
menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan
proses penyidikan. Dalam  melaksanakan  tugas  Bagwassidik
menyelenggaralan fungsi:

a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus;

b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana;

c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;

d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil
pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat;

dan
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e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus
yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

5. Sikorwas PPNS adalah kordinasi pengawas penyidik pegawai negeri sipil
yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan
termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi
penyidikan kepada PPNS. Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS
menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah
hukum Polda.

b. Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS.

c. Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

6. Subdit, adalah sub direktorat yang bertugas melakukan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam
melaksanakan tugas subdit menyelenggarakan fungsi:

a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah
hukum Polda.

b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan
administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

C. penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana.



